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Abstrak. Kegiatan pengabdian pendampingan implementasi
manajemen risiko pada BPRS BDW bertujuan untuk menyiapkan
kompetensi sumber daya insani sehingga mampu menyusun
kebijakan manajemen risiko dan implementasinya. Metode
pendampingan dilakukan dengan workshop, forum grup diskusi,
serta monitoring dan evaluasi hasil. Materi workshop meliputi
manajemen risiko bank syariah, dan kepatuhan syariah.
Sedangkan hasil workshop dikaji lebih mendalam melalui forum
grup diskusi yang diikuti oleh pendamping, direksi, komisaris
dan pejabat kepala devisi bank syariah. Proses monitoring dan
evaluasi digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil
pendampingan. Hasil pendampingan manajemen risiko dapat
dilihat dari meningkatnya pengetahuan semua karyawan, dan
pengurus bank syariah,serta terumuskanya kebijakan manajemen
risiko yang meliputi risiko pembiayaan, likuiditas, operasional,
risiko kepatuhan dan risiko imbal hasil. Hasil yang lain
menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun
budaya sadar risiko.

Abstract. The service activity of assisting the implementation of
risk management at BPRS BDW aims to prepare human resource
competencies to formulate risk management policies and their
performance. The mentoring method is carried out through
workshops, discussion group forums, and monitoring and
evaluating results. The workshop material includes Islamic bank
risk management and sharia compliance. Meanwhile, the
workshop results were studied in more depth through a discussion
group forum attended by assistants, directors, commissioners,
and chief officers of the sharia bank divisions. The monitoring
and evaluation process measures the achievement of mentoring
results. The results of risk management assistance can be seen
from the increased knowledge of all employees and Islamic bank
management, as well as the formulation of risk management
policies covering financing, liquidity, operational risks,
compliance risks, and return risks. Other results indicate a shared
commitment to building a risk-aware culture.

Bank syariah dihadapkan pada berbagai

jenis risiko yang semakin kompleks seiring
dengan hadirnya teknology keuangan (Chata dan
Al Habsy, 2017). Risiko tersebut sesungguhnya
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tidak banyak berbeda dengan perbankan
konvensional.  Kepatuhan  Syariah  yang
diharapkan dapat menjadi media yang mampu
mengurangi risiko, ternyata belum sepenuhnya
bisa tercapai, (Riduwan dan Danupranata, 2019).
Lingkungan internal dan eksternal perbankan
Syariah yang sangat dinamis menjadi factor
mempengaruhi  kondisi tersebut. Karenanya
prinsip manajemen risiko perbankan Syariah
masih perlu terus dipersiapkan, (Al Arif dan
Rahmawati, 2018).

Penerapan manajemen risiko bank
Syariah disesuaikan dengan ukuran bank,
kompleksitas usaha serta kemampuan bank
Syariah tersebut, (Rustam, 2013). Pemerintah
melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank
Indonesia (BI), telah menetapkan adanya
keharusan menerapkan manajemen risiko bagi
bank syariah baik Bank Umum Syariah (BUS),
Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kebijakan
OJK dan Bl wajib dipenuhi oleh manajemen
bank syariah, sehingga berbagai kemungkinan
potensi risiko dapat dikendalikan.

Pengaturan manajemen risiko perbankan
Syariah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK), Nomor 65/POJK.03/2016,
Tentang Manajemen Risiko Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah. Atas dasar petaruran
tersebut, setiap bank  Syariah  wajib
menjadikannya sebagai model manajemen risiko.
Sedangkan penerapan manajemen risiko bagi
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam
POJK Nomor 23/POJK.03/2018, dan akan
diterapkan pada awal 2023 mendatang.

Berdasarkan PBI dan POJK tersebut
maka seluruh manajemen bank Syariah wajib
menerapkan manajemen risiko dengan baik.
Implementasi manajemen risiko bank syariah
mencakup seluruh proses manajemen termasuk
antisipasi tindak pencucian uang. Bank syariah
wajib melakukan Tindakan antisipai dan
memastikan bahwa tidak terjadi Tindakan
pencucian uang. Kemampuan manajemen dalam
mengelola berbagai risiko menjadi sebuah
keharusan. Manajemen risiko untuk BUS dan
BPRS dilakukan secara menyeluruh baik pada
setiap usaha induk maupun anak usahanya.
Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk
UUS dilakukan pada seluruh usaha UUS yang
menjadi satu kesatuan dengan bank konvensional
sebagai induknya.

Bagi BPRS termasuk BPRS BDW,
karena penerapan manajemen risiko baru akan
diberlakukan pada awal tahun 2023, sehingga
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banyak yang belum mempersiapkannya dengan
baik. BPRS BDW merupakan bank syariah milik
Muhammadiyah di DI. Yogyakarta yang banyak
memberikan fasilitas keuangan untuk Amal
Usaha Muhammadiyah dan berkomitmen dalam
pengembangan usaha mikro dan  kecil.
Manajemen BPRS BDW memiliki keinginan
yang kuat untuk menerapkan manajemen risiko
dengan baik, sehingga persiapannya perlu
dilakukan dengan lebih matang. Sebagai
kebijakan baru, pengetahuan karyawan dan
komitmen untuk pelaksanaan  kebijakan
manajemen risiko masih perlu mendapatkan
pendampingan. Pada konteks itulah, maka
pengabdian masyarakat kolaborasi antara
Universitas ~ Muhammadiyah  Yogyakarta,
Universitas Ahmad Dahlan dan BPRS BDW
mendapatkan relevansinya.

Pengabdian pada Masyarakat dalam
bentuk Pendampingan Implementasi Manajemen
Risiko pada BPRS BDW dilakukan dengan tiga
metode, yakni workshop, focus grup dan
monitoring-evaluasi. ~ Workshop manajemen
risiko diikuti oleh semua karyawan dan pengurus
bank. Materi workshop meliputi manajemen
risiko bank syariah dan kepatuhan syariah.
Pendamping sekaligus menjadi pembicara dalam
acara workshop tersebut. Sebelum pelaksanaan
workshop, peserta dilakukan pre tes dan
setelahnya dilakukan post test. Aktifitas tersebut

untuk mengukur pengetahuan dasar dan
peningkatannya setelah dilakukan workshop.
Hasil dari  workshop  dilakukan

pendalaman dan pengkayaan melalui forum
focus grup duskusi. Kegiatan ini dilakukan setiap
minggu selama satu bulan dengan peserta Dewan
Direksi, Komisaris dan Kepala Devisi Bisnis,
Operasional dan Kepatuhan. Selain
mempersiapkan kerangka kebijakan, kegiatan ini
juga menganalisis proses bisnis internal dan
potensi risikonya serta dinamika lingkungan
bisnis eksternal yang berpotensi menimbulkan
risiko.  Selanjutnya, kerangka kebijakan
manajemen risiko hasil pada forum grup diskusi
disosialisasikan kepada semua karyawan.

Metode terakhir dalam pendampingan tersebut
adalah monitoring dan evaluasi terhadap hasil
dari forum grup diskusi. Monitoring mencakup
daya serap semua karyawan dan komitmennya

dalam implementasi manajemen risiko dan
upayanya menuju tercapainya budaya risiko.
Untuk  mengukurnya, maka pendamping



melakukan evaluasi melalui lembar evaluasi
yang wajib diisi oleh semua karyawan.

Bank syariah merupakan jenis industry
yang menghadapi potensi risiko yang lebih tinggi
dibanding industry lainnya (Chatta dan Bacha,
2017). Karakter bisnis jasa keuangan, dikenal
dengan beriko tinggi dipengaruhi oleh aktifitas
utama dalam  menghimpun dana dan
menyalurkannya kepada masyarakat,
(Danupranata, 2013). Potensi risiko yang dapat
terjadi meliputi risiko likuiditas, operasional,
pembiayaan/kredit, kepatuhan dan imbal hasil,
(Rustam, 2013). Berbagai risiko tersebut
merupakan Kkeniscayaan yang tidak mungkin
dihindari, tetapi bisa dikendalikan, sehingga
tidak memperburuk kinerja bank syariah.

Studi yang dilakukan oleh Hassan
(2009), menunjukkan  bahwa  penerapan
manajemen risiko yang efektif mampu
meningkatkan kinerja bank syariah. Efektifitas
implementasi  manajemen  risiko  sangat
dipengaruhi pengawasan dewan komisaris,
pengawas syariah, adanya kebijakan manajemen
serta system pengendalian internal yang telah
didukung oleh teknology. Sistem Informasi
Manajemen dan kompetensi sumber daya
manusia juga menjadi bagian sangat penting
dalam penerapan manajemen risiko, (Enrismen,
2015).

Instrumen  pelaksanaan  manajemen
risiko bank Syariah tersebut harus berjalan secara
Bersama, (Greuning dan Igbal, 2008). Artinya
tidak mungkin masing-masing berjalan dengan

arah yang berbeda. Kekompakan dalam
pengendalian  risiko dapat meningkatkan
efektifitas proses implementasi dan

meningkatkan hasil akhirnya. Bank Syariah
wajib memiliki aturan yang menetapkan
kewenangan masing-masing jabatan, sehingga
proses pengendalian risiko akan lebih efektif dan
efisien.

Direksi  wajib memastikan bahwa
kebijakan dan prosedur manajemen risiko selalu
baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Artinya kebijakan manajemen risiko wajib
dlakukan evaluasi secara rutin supaya mampu
mengantasipasi perkembangan eksternal yang
semakin dinamis. Teknology keuangan yang
telah menjadi kebutuhan aktfitas bisnis modern,
perlu mendapatkan respon yang proporsional,
sehingga kehadirannya mempu meningkatkan
benefit bagi bank syariah, dan risiko yang
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ditimbulkan mampu diantisipasi dengan baik,
(Mokni, 2016).

Pengetahuan dan Pemahaman tentang
manajemen risiko tidak saja mencakup prinsip-
prinsip manajemen risiko tetapi juga pemahaman
yang benar dan mendalam terhadap prinsip
Syariah, (Riduwan et al., 2021). Sebagai
pembeda dengan bank konvensional, kepatuhan
syariah merupakan factor penting yang
berpengarun  dalam  pengendalian  risiko.
Tingginya kepatuhan dapat menekan risiko dan
sekaligus meningtkan kepercayaan masyarakat,
(Preda, 2015). Selain direksi dan komisaris,
pengawas syariah juga memiliki tanggungjawab
dalam  implementasi  manajemen risiko.
Tanggungjawab tersebut tentu yang terkait
langsung maupun tidak langsung terhadap
kepatuhan Syariah, seperti melakukan kajian
secara berkala terhadap kebijakan manajemen
risiko dan evaluasi laporan direksi dalam
pemenuhan prinsip Syariah, (Greuning dan Igbal,
2008).
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Kebijakan manajemen risiko bank
Syariah dilakukan dengan cara menyusun strategi
manajemen risiko untuk memastikan bahwa
manajemen melakukan praktik manajemen risiko
dengan baik dan benar. Menurut Wahyudi et al.,
(2013), praktik manajemen risiko pada bank
syariah, dapat dilakukan dengan cara
mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan
kebijakan dan prosedur internal, peraturan
perundangan serta ketentuan yang berlaku dan
peningkatan kompetensi sumberdaya insani
meliputi pengetahuan, pengalaman dan keahlian
dalam bidang manajemen risiko seiring dengan
kompleksitas usaha bank Syariah yang terus
berkembang.

Menurut Al Arif dan Rahmawati (2018),
strategi manajemen risiko bank Syariah dapat
dilakukan dengan penetapan risiko yang
menyangkut produk dan transaksi serta akad
yang digunakan, metode pengukuran risiko,
penetapan limit dan toleransi risiko, serta
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pemeringkatan risiko. Dalam  menghadapi
perkembangan faktor eksternal yang semakin

kompleks, maka menajemen diharapkan
menyusun kebijakan manajemen risiko yang
lebih  fleksibel, sehingga  implementasi

manajemen risiko dapat berkembang lebih lincah
dan cepat dalam mengantasipasi terjadinya
risiko, (Hamza, 2013).

Potensi risiko yang dihadapi oleh bank
syariah terutama oleh BPRS sedikit berbeda
dengan bank umum syariah, (Riduwan dan
Danupranata, 2020), karena factor skala bisnis
dan keragaman produk yang diatur oleh OJK.
BPRS yang tidak bisa bertransaksi dengan bank
asing atau melayati kebutuhan  bisnis
internasional tidak menghadapi risiko pasar
dalam bentuk fluktuasasinya nilai tukar. Tetapi
potensi risiko lain seperti risiko
pembiayaan/kredit, risiko likuiditas, risiko
operasional, risiko imbal hasil, risiko hukum,
risiko pasar dan risiko kepatuhan, merupakan
jenis risiko yang dihadapi oleh semua bank
syariah, (Rustam, 2013).

Risiko kredit atau yang dalam
nomenklatur bank syariah dikenal dengan
pembiayaan merupakan risiko yang terjadi yang
disebabkan kegagalan nasabah atau atau mitra
(mudarib) dalam memenuhi kewajiban kepada
bank syariah sesuai dengan akan pembiayaan
yang telah disepakati (PBI, 2011). Sedangkan
kegagalan nasabah dalam kasus ini meliputi
kegagalan yang disengaja yang dipicu oleh
faktor karakter dan kegagalan karena kondisi
usahanya yang bangkrut, sehingga nasabah tidak
mampu mengembalikan pembiayaannya sesuai
dengan kesepakatan bersama yang tertuang
dalam akad (Preda, 2015). Risiko pembiayaan
merupakan jenis risiko utama, karena dapat
mempengaruhi terjadinya risiko yang lain seperti
likuiditas, reputasi dan imbal hasil (Riduwan, et
al., 2021). Dalam pengelolaan risiko
pembiayaan, bank syariah perlu mencermati
konsentrasi penggunaan akad, seperti akad
murabahah yang sangat dominan, sehingga
memerlukan perhatina khusus, (Firduas, 2017).

Risiko likuiditas adalah risiko bank
syariah akibat ketidakmampuannya dalam
memenuhi kewajiban bank syariah dengan segera
atau jangka pendek yang jatuh tempo dengan
tidak mengganggung cash flow harian.
Karenanya bank syariah wajib menyediakan dana
cadangan jika terjadi penarikan dana secara
mendadak, (Al Arif dan Rahmawati, 2018). Studi
Vento dan Ganga, (2009), menunjukkan bahwa
risiko  likuiditas  sangat  mempengaruhi
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kepercayaan nasabah, sehingga bank wajib
mengelola risiko tersebut dengan baik.

Berdasarkan POJK (2016), risiko
operasional merupakan risiko yang timbul karena
tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku,
kesalahan manusia, atau kegagalan system atau
kejadian eksternal yang mempengaruhi proses
bisnis internal. Risiko operasional merupakan
sumber risiko yang luas karena menjadi sumber
masalah pada kegiatan operasional dan jasa,
akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem
informasi manajemen atau sistem pengelolaan
sumber daya manusia. Studi Tumanggor (2020),
risiko operasional banyak terjadi pada BPRS,
seperti adanya skimming yang marak dihadapi
oleh bank (Firmandani dan Malik, 2019).

Gambar 2. Sesi tanya jawab

Sedangkan yang dimaksud dengan risiko
kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank
syariah tidak mematuhi dan atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan
dan atau ketentuan yang berlaku serta tidak
melaksanakan prinsip syariah. Bank syariah
dituntut mampu menerapkan manajemen risiko

kepatuhan  sehingga  berbagai  indikator
pelaksanaan terhadap perundangan dapat
terpenuhi dan implementasi prinsip syariah

dalam bisnis perbankan dapat berjalan dengan
baik (Ullah, 2015). Prinsip syariah yang menjadi
landasan fundamental bank syariah dapat
menjadi magnet bagi pasar emosional, sehingga
ketidakpatuhan pada prinsip syariah dapat
menurunkan kepercayaan nasabah, (Pour at al,
2013).

Risiko lain yang digadapi oleh BPRS dan
tidak dihadapi oleh bank konvensional adalah
risiko imbal hasil, (Rustam, 2013). Risiko imbal
hasil adalah risiko yang terjadi akibat terjadinya
perubahan tingkat bagi hasil yang dibayarkan
bank syariah kepada nasabah pemilik dana
(sahibul mal), akibat terjadinya perubahan
tingkat imbal hasil yang diterima bank syariah



dari nasabah pembiayaan (mudarib). Risiko
tersebut terjadi karena masih banyak nasabah
bank syariah yang menghendaki bagi hasil yang
lebih disbanding dengan bank lain bahkan bunga
pada bank konvensional, (Riduwan, et al, 2022).
Jika tidak dikendalikan, risiko tersebut berpotensi
menyebabkan munculnya risiko likuiditas dan
reputasi.

Bank syariah menghadapi risiko yang
berbeda bahkan lebih tinggi dibanding bank
konvensional karena adanya risiko kepatuhan
syariah, (Hassan, (2009). Risiko bank syariah
dapat dipengaruhi oleh factor internal seperti
kesiapan manajemen dalam menyusun kerangka
kebijakan manajemen risiko, strategi
pengendalian risiko, sampai kompetensi sumber
daya manusia yang bertanggungjawab terhadap
manajemen risiko tersebut, sampai pada
pengawasan Yyang baik dari komisari dan
pengawas syariah, (Hamza, 2013). Akad bank
syariah juga memiliki karakter risiko yang
berbeda, (Riduwan dan Danupranata, 2020).
Sedangkan factor eksternal juga berpengaruh
secara siknifikan terhadap risiko bank syariah
seperti perubahan kebijakan, perkembangan
teknologi dan tingkat persaingan pada industry
sejenis maupun industry lain.

Risiko tersebut sesungguhnya melekat
pada proses bisnis bank syariah termasuk BPRS,
(Mokni, 2016), sedangkan kebijakan penerapan
manajemen risiko pada BPRS akan segera
diberlakukan pada awal 2023. Meskipun agak
terlambat, tetapi kebijakan OJK tersebut wajib
dipersiapkan dengan baik, sehingga
implementasi manajemen risiko BPRS dapat
berjalan lebih efektif. Pendampingan
implementasi manajemen risiko pada BPRS
BDW, dilakukan supaya bank syariah tersebut
mampu menyiapkan manajemen risiko dengan
baik.

Pendampingan tersebut terbukti mampu
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran risiko
pada semua karyawan dan pengurus BPRS
BDW. Komitmen menuju budaya risiko juga
terbangun. Manajemen memiliki motivasi yang
tinggi dalam mempersiapkan kerangka kebijakan
manajemen risiko dalam menyongsong kebijakan
OJK pada awal 2023. Sedangkan karyawan
berkomitmen penuh untuk melaksanakan
kebijakan direksi, sehingga implementasi atas
kebijakan dapat berjalan efektif. Pengawas, baik
komisaris maupun pengawas syariah juga
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memiliki  komitmen yang sama dalam
meningkatkan fungsinya, sehingga berbagai
potensi risiko dapat dikendalikan.
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